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Abstrak − Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis secara mendalam 

bagaimana nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan Keadilan Sosial, yang merupakan sila pertama dan 

kelima dalam Pancasila, dapat diintegrasikan secara sistemik ke dalam tata kelola keuangan daerah, 

khususnya dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota X Tahun 

2021-2024. Dengan menggunakan pendekatan studi pustaka dan metode analisis kualitatif-deskriptif, 

penelitian ini menelaah berbagai dokumen resmi, literatur akademik, serta data dari situs pemerintah 

guna mengidentifikasi sejauh mana nilai-nilai luhur Pancasila telah diterapkan dalam kebijakan fiskal 

daerah. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun terdapat sejumlah program yang secara normatif 

mencerminkan nilai Ketuhanan dan Keadilan Sosial seperti pemberdayaan rumah ibadah, jaminan 

kesehatan berbasis Universal Health Coverage, dan bantuan sosial untuk kelompok rentan. 

Implementasi di lapangan masih belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip etika publik dan 

keadilan distributif yang berkelanjutan. Beberapa kebijakan dinilai tidak efektif dan tidak partisipatif, 

serta masih ditemukan indikasi penyimpangan anggaran dan praktik korupsi yang mencerminkan 

lemahnya integritas dan akuntabilitas birokrasi daerah. Oleh karena itu, penelitian ini 

merekomendasikan pentingnya reformasi birokrasi yang berlandaskan nilai, peningkatan literasi 

Pancasila di kalangan aparatur pemerintah, serta penguatan mekanisme partisipasi dan kontrol sosial 

masyarakat sebagai strategi untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang adil, transparan, 

bertanggung jawab, dan benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat secara menyeluruh. 

Kata Kunci: Ketuhanan Yang Maha Esa, Keadilan Sosial, APBD, Tata Kelola Keuangan Daerah. 

 
Abstract − This research aims to explore and analyze in depth how the values of God Almighty and 

Social Justice, which are the first and fifth precepts in Pancasila, can be systemically integrated into 

regional financial governance, particularly in the management of the Regional Budget (APBD) in City 

X for 2021-2024. Using a literature study approach and a qualitative-descriptive analysis method, this 

research examines various official documents, academic literature, and data from government 

websites to identify the extent to which the noble values of Pancasila have been applied in local fiscal 

policy. The results of the study show that although there are a number of programs that normatively 

reflect the values of Godhead and Social Justice such as empowering houses of worship, health 

insurance based on Universal Health Coverage, and social assistance for vulnerable groups. 

Implementation in the field still does not fully reflect the principles of public ethics and sustainable 

distributive justice. Some policies are considered ineffective and non-participatory, and there are still 

indications of budget irregularities and corrupt practices that reflect the weak integrity and 

accountability of the regional bureaucracy. Therefore, this study recommends the importance of value-

based bureaucratic reform, increasing Pancasila literacy among government officials, and 

strengthening community participation and social control mechanisms as strategies to realize regional 

financial governance that is fair, transparent, responsible, and truly in favor of the interests of the 

people as a whole. 

Keywords: Belief In God Almighty, Social Justice, APBD, Regional Financial Governance. 

 

PENDAHULUAN 

Pengelolaan keuangan daerah menjadi elemen penting dalam menciptakan pemerintahan 

yang transparan, efisien, dan bertanggung jawab. Di era otonomi daerah saat ini, Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak hanya berperan sebagai alat kebijakan fiskal, 

tetapi juga merefleksikan nilai-nilai luhur yang menjadi landasan kehidupan berbangsa dan 
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bernegara di Indonesia. Integrasi nilai Ketuhanan dan Keadilan Sosial dalam pengelolaan 

APBD menjadi penting untuk memastikan bahwa kebijakan fiskal daerah tidak hanya 

berorientasi pada efisiensi ekonomi, tetapi juga pada keadilan sosial dan moralitas.  

Nilai Ketuhanan dan Keadilan Sosial, sebagai sila pertama dan kelima Pancasila, 

memegang peranan penting dalam mewarnai etika tata kelola keuangan daerah. Ketuhanan 

menekankan dimensi spiritual dan pertanggungjawaban moral, sementara Keadilan Sosial 

menuntut distribusi anggaran yang inklusif dan berpihak pada masyarakat rentan. Integrasi 

kedua nilai ini dalam APBD menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik, 

memperkuat legitimasi pemerintah daerah, serta menghadirkan keadilan fiskal yang lebih 

beradab dan berkelanjutan. 

Namun, dalam praktiknya, integrasi nilai Ketuhanan dan Keadilan Sosial dalam 

pengelolaan APBD masih menghadapi berbagai tantangan. Kurangnya partisipasi masyarakat 

dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran, serta minimnya transparansi informasi 

keuangan, menjadi hambatan dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang berlandaskan 

nilai-nilai tersebut. Penelitian oleh (Baihaqi et al., 2023) menunjukkan bahwa partisipasi 

masyarakat dan transparansi informasi memiliki peran penting dalam meningkatkan 

akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.  

Sementara itu, nilai Keadilan Sosial, yang tercermin dalam sila kelima Pancasila, 

mengharuskan distribusi sumber daya yang adil dan merata kepada seluruh lapisan 

masyarakat. Dalam konteks APBD, hal ini berarti bahwa alokasi anggaran harus 

mempertimbangkan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan, terutama kelompok-kelompok 

yang kurang beruntung. Sebagaimana diungkapkan oleh (Burhan et al., 2022), literasi 

keuangan berbasis syariah dapat menjadi salah satu pendekatan dalam mewujudkan tata kelola 

keuangan yang adil dan berkeadilan sosial di tingkat desa .  

Namun demikian, realitas di lapangan masih menunjukkan adanya celah antara 

idealisme nilai Pancasila dan praktik tata kelola APBD. Indikasi inefisiensi anggaran, 

rendahnya partisipasi publik, serta ketimpangan distribusi belanja sosial masih menjadi 

tantangan nyata. Studi oleh Bastian (2019) menunjukkan bahwa tata kelola keuangan daerah 

yang mengabaikan aspek moral dan sosial berisiko tinggi mengalami praktik korupsi, 

inefisiensi program, serta kegagalan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. 

Oleh sebab itu, perlu kajian kritis yang menelaah bagaimana nilai Ketuhanan dan Keadilan 

Sosial dapat diintegrasikan secara sistemik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga 

evaluasi APBD. 

Integrasi nilai-nilai Ketuhanan dan Keadilan Sosial dalam tata kelola keuangan daerah 

menjadi semakin relevan di tengah maraknya kasus penyalahgunaan anggaran, lemahnya 

partisipasi masyarakat, serta meningkatnya ketimpangan sosial. Penerapan nilai-nilai 

Pancasila dalam pengelolaan APBD bukan sekadar pilihan normatif, melainkan menjadi 

kebutuhan strategis untuk memperkuat kepercayaan publik dan memastikan anggaran benar-

benar berpihak pada kesejahteraan rakyat. 

Meskipun demikian, upaya integrasi nilai-nilai ini masih menghadapi berbagai 

tantangan. Di antaranya adalah dominasi paradigma teknokratis dalam penyusunan APBD 

yang kerap mengabaikan dimensi etik dan sosial, rendahnya literasi Pancasila di kalangan 

aparatur pemerintah daerah, serta minimnya mekanisme kontrol sosial dari masyarakat. 

Kondisi ini mengakibatkan adanya kesenjangan antara nilai-nilai ideal yang diamanatkan oleh 

konstitusi dengan praktik nyata di lapangan. 

Melihat permasalahan tersebut, penelitian ini berupaya menganalisis secara mendalam 

bagaimana integrasi nilai Ketuhanan dan Keadilan Sosial dapat diimplementasikan dalam 

setiap siklus pengelolaan APBD, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. 

Penelitian ini juga bertujuan untuk menawarkan model konseptual tata kelola keuangan daerah 

berbasis nilai, yang diharapkan dapat menjadi rujukan dalam reformasi birokrasi dan 
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perumusan kebijakan fiskal di tingkat daerah. Dengan mengangkat pendekatan yang berbasis 

nilai, diharapkan tata kelola APBD dapat bertransformasi menjadi instrumen nyata dalam 

mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Tata Kelola keuangan Daerah 

Tata kelola merupakan suatu mekanisme yang dibutuhkan oleh organisasi untuk 

mengarahkan (directing), mengendalikan (controlling) serta mengawasi (supervising) 

pengelolaan sumber daya secara efisien, efektif, hemat biaya, dan produktif. Proses ini 

dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, 

kemandirian, serta keadilan guna mencapai tujuan organisasi yang telah disepakati bersama. 

(Lutfillah, 2022). Tata kelola keuangan daerah merupakan serangkaian proses perencanaan, 

pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban atas seluruh aktivitas keuangan yang 

dilakukn oleh pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. Kinerja sektor 

publik memiliki karakteristik yang bersifat multidimensional, yang berarti bahwa tidak ada 

satu indikator tunggal yang dapat menggambarkan kinerja secara menyeluruh dan 

komprehensif. Hal ini berbeda dengan sektor swasta, di mana output yang dihasilkan lebih 

mudah diukur dengan indikator yang jelas, seperti laba atau volume produk yang diproduksi. 

Di sektor publik, sebagian besar hasil yang dicapai cenderung bersifat intangible atau tidak 

terukur secara langsung, seperti peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, keadilan sosial, 

dan efektivitas pelayanan publik (Nasirwan, 2024).Pengelolaan keuangan daerah merupakan 

salah satu aspek penting dalam pemyelengaraan pemerintahan daerah yang bertujuan dalam 

menentukan keberhasilan pencapaian tujuan kesejahteraan masyarakat daerah (Segah & 

Kaharap, 2022). 

Pengelolaan tersebut dijalankan berdasarkan sejumlah regulasi, termasuk Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah. Kedua peraturan ini menjadi dasar hukum utama 

dalam mengatur berbagai aspek pengelolaan negara, seperti desentralisasi, pelaksanaan 

otonomi daerah, serta pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah dalam merancang 

dan merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).  

Nilai Ketuhanan dalam Tata Kelola Keuangan Daerah 

Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, yang tercantum sebagai sila pertama dalam Pancasila, 

memiliki kedudukan yang fundamental dan menjadi landasan utama dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nilai ini menekankan bahwa setiap penyelenggaraan 

negara, termasuk dalam aspek pengelolaan keuangan publik, harus dijalankan dengan 

kesadaran spiritual, etika, dan moral yang tinggi.Dalam konteks tata kelola keuangan daerah, 

nilai ketuhanan menjadi fondasi etis yang mendorong lahirnya praktik pengelolaan anggaran 

yang jujur, bertanggungjawab, dan berorientasi pada kebaikan Bersama. 

Nilai Ketuhanan tidak hanya bersifat simbolik, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan 

nyata melalui sikap integritas, kejujuran, dan amanah dalam menjalankan tugas kenegaraan. 

Nilai ini menuntut agar para pejabat publik tidak sekadar patuh terhadap hukum formal, tetapi 

juga tunduk pada hati nurani dan pertanggungjawaban spiritual.Hal ini juga diperkuat oleh 

penelitian dari (MANYO’E, 2023) yang menunjukkan bahwa internalisasi nilai religiusitas 

dapat mengrangi tingkat korupsi melalui penguatan integritas individu. 

Keadilan Sosial dalam Tata Kelola Keuangan Daerah 

Nilai Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana tercantum dalam sila 

kelima Pancasila, menegaskan pentingnya pemerataan dan keadilan dalam distribusi hasil 

pembangunan serta pemanfaatan sumber daya. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, 

nilai tersebut mengisyaratkan bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dilandasi keberpihakan terhadap 
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seluruh lapisan masyarakat secara adil dan inklusif.  

Menurut (Pandit, 2018) keadilan ialah memberikan hak kepada yang berhak 

menerimanya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) keadilan adalah sifat, 

perbuatan, perlakuan dan sebagainya yang tidak memihak. Undang-Undang No. 23 Tahun 

2014 (JDIH BPK RI, 2014) tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan agar setiap 

pemerintah daerah menyusun kebijakan anggaran yang berorientasi pada kepentingan publik 

dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, UU No. 17 Tahun 2003 (JDIH BPK RI, 2003) 

tentang Keuangan Negara mewajibkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan 

berkeadilan, dengan tetap menjunjung prinsip akuntabilitas. Dengan mengintegrasikan nilai 

keadilan sosial dalam tata kelola APBD, pemerintah daerah tidak hanya menjalankan 

kewajiban administratif, tetapi juga membangun struktur anggaran yang berkeadaban dan 

berkepribadian sesuai jati diri bangsa Indonesia. 

Integritasi Nilai dalam Kebijakan Publik  

Dalam kajian kebijakan publik, nilai memegang peranan sentral sebagai fondasi etis dan 

arah normatif dari setiap keputusan pemerintah. Kebijakan tidak pernah lahir dalam ruang 

hampa; ia selalu dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial, budaya, politik, dan ideologis yang 

berkembang di masyarakat.Kebijakan publik diarahkan untuk mengamankan dan menjaga 

kesejahteraan rakyat (Kristian, 2023). Lasswell dan Kaplan (Maulana & Nugroho, 2019) 

menyebut bahwa kebijakan publik adalah “a projected program of goals, values, and 

practices,” yang berarti bahwa kebijakan mencerminkan tujuan dan nilai yang dipegang oleh 

pembuat keputusan. Oleh karena itu, tata kelola keuangan daerah tidak cukup hanya 

berlandaskan prosedur administratif atau pertimbangan teknokratis, tetapi harus 

mencerminkan nilai-nilai luhur yang hidup di masyarakat. 

Integrasi nilai dalam tata kelola keuangan daerah mengisyaratkan bahwa setiap proses 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban APBD harus dipandu 

oleh nilai-nilai seperti keadilan, kejujuran, integritas, kemanusiaan, dan kebaikan Bersama 

terutama kelompok rentan. Hal ini penting agar pengelolaan keuangan publik tidak hanya 

berorientasi pada efisiensi belanja, tetapi juga pada kebermanfaatan sosial dan legitimasi 

moral. 

Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai tersebut berpijak pada Pancasila sebagai dasar 

negara. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menuntut etika dan akuntabilitas moral dalam 

penggunaan uang negara. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menuntut agar 

alokasi anggaran digunakan untuk kepentingan bersama sehingga tidak menciptakan 

kesenjangan. Maka, ketika nilai-nilai Pancasila terintegrasi dalam tata kelola keuangan daerah, 

APBD tidak lagi sekadar dokumen fiskal, melainkan instrumen untuk mewujudkan keadaban 

publik dan kesejahteraan bersama. Kebijakan yang dibentuk dengan orientasi nilai bukan 

hanya lebih beretika, tetapi juga lebih berpihak pada rakyat, 

Good Governance 

Konsep Good Governance menjadi landasan penting dalam pengelolaan keuangan 

daerah yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Menurut (Hasriani, 2024) Good 

Governance merupakan suatu konsep di mana kekuasaan dalam penyelenggaraan 

pemerintahan dijalankan oleh masyarakat, namun tetap berada dalam koridor pengawasan 

serta pengaturan oleh pemerintah. Sedangkan menurut (Nasirwan, 2024) good governance 

adalah suatu penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab dan menjunjung tinggi 

keinginan atau kehendak rakyat, hal ini bertujuan agar sumber daya yang dimiliki oleh 

lembaga dan aparaturnya dapat digunakan secara efektif dan efisien dalam pengambilan 

keputusan dan pemecahan masalah. Penerapan good governance sangat diperlukan untuk 

menciptakan suatu sikap kepercayaan di kalangan masyarakat sebagai syarat mutlak bagi 

suatu organisasi untuk dapat berkembang lebih baik lagi (Nasirwan, 2017). Transparansi, 

akuntabilitas, keterlibatan masyarakat, efisiensi, efektivitas, serta keadilan sosial merupakan 
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fondasi utama dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam pengelolaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penerapan prinsip-prinsip Good 

Governance bertujuan untuk menjamin bahwa distribusi dan pemanfaatan dana publik 

dilakukan secara bijaksana, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat secara luas. 

Hal ini sejalan dengan upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai Ketuhanan dan keadilan 

sosial dalam setiap aspek pengambilan keputusan fiskal di tingkat daerah. 

Etika Dalam Akuntansi Sektor Publik 

Etika dalam akuntansi sektor publik merupakan fondasi moral yang mengarahkan 

perilaku profesional akuntan dalam menjalankan tugasnya. Prinsip-prinsip etika seperti 

integritas, objektivitas, kompetensi profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional harus 

dijunjung tinggi untuk memastikan bahwa laporan keuangan disusun secara jujur, transparan, 

dan dapat dipercaya oleh publik. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, penerapan 

etika akuntansi berperan penting dalam mencegah penyalahgunaan wewenang dan korupsi, 

serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik. Kode Etik Profesi 

Akuntan Publik (KEPAP) yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) pada 

tahun 2020, dan berlaku efektif sejak 1 Januari 2022, menegaskan komitmen profesi akuntan 

publik untuk menjaga integritas dan kualitas layanan sesuai dengan standar internasional. 

masyarakat, bukan sekadar memenuhi target formalitas belanja. 

Teori Stewardship 

Teori Stewardship memandang manajer atau pejabat publik sebagai pengelola (steward) 

yang memiliki tanggung jawab terhadap sumber daya yang berada di bawah kewenangannya. 

Motivasi utama mereka adalah mendorong pencapaian tujuan organisasi serta memenuhi 

kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Berbeda dengan teori agensi yang menekankan 

pada konflik kepentingan antara prinsipal dan agen, teori stewardship mengedepankan 

kepercayaan, kolaborasi, dan tanggung jawab moral dalam pengelolaan organisasi. Dalam 

konteks tata kelola keuangan daerah, penerapan teori stewardship mendorong perilaku pejabat 

publik yang mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi, menjalankan 

tugas dengan integritas, dan berkomitmen terhadap pencapaian tujuan pelayanan publik yang 

optimal. Penelitian oleh (Meilisa & Fadli, 2024) menunjukkan bahwa penerapan teori 

stewardship dalam pengelolaan pendapatan asli daerah dapat meningkatkan akuntabilitas 

publik dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka dengan menelaah berbagai sumber 

tertulis seperti jurnal ilmiah, buku, artikel akademik, dokumen resmi pemerintah, dan laporan 

relevan. Fokus utamanya adalah menggali konsep nilai Ketuhanan dan Keadilan Sosial serta 

mengkaji implementasinya dalam tata kelola keuangan daerah, khususnya APBD Kota X 

Tahun 2023. Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif-deskriptif, yaitu dengan 

mendeskripsikan dan menganalisis isi literatur yang berkaitan dengan tema penelitian.Data 

diperoleh dari situs resmi pemerintah, antara lain Website Pemerintah Kota X, portal BPKAD 

Kota X, dan laman Kemendagri. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (content 

analysis) melalui tiga tahapan: identifikasi tema dan konsep, klasifikasi data berdasarkan 

kategori nilai Ketuhanan dan Keadilan Sosial, serta penyusunan narasi analitis untuk 

menjelaskan keterkaitan antara nilai-nilai tersebut dengan pengelolaan APBD Kota X. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Integrasi Nilai Pancaila Ketuhanan Yang Maha Esa Terhadap Kebijakan Keuangan 

Daerah Kota Medan  

Penerapan nilai-nilai dasar Pancasila dalam kebijakan publik, khususnya dalam 

pengelolaan keuangan daerah, merupakan langkah strategis dan moral yang harus terus 
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diperjuangkan. Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan 

Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, nilai-nilai Ketuhanan Yang 

Maha Esa serta Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai 

slogan normatif, melainkan sebagai prinsip etika yang semestinya menjadi landasan dalam 

seluruh aktivitas tata kelola pemerintahan, termasuk dalam perencanaan dan pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Integrasi nilai Ketuhanan dalam tata 

kelola keuangan daerah bukanlah sekadar menghadirkan simbol-simbol keagamaan dalam 

dokumen kebijakan, tetapi lebih pada bagaimana moralitas, integritas, dan tanggung jawab 

spiritual dijadikan landasan dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD. Kota X menunjukkan 

upaya konkrit dalam mewujudkan hal ini melalui sejumlah program yang berorientasi pada 

pemberdayaan rumah ibadah dan penguatan peran sosial keagamaan. 

Salah satu program unggulan yang mencerminkan nilai Ketuhanan adalah Program 

Rumah Ibadah Mandiri(Dinas Kominfo Kota X, 2023). Inisiatif ini menempatkan rumah 

ibadah tidak hanya sebagai tempat peribadatan semata, tetapi juga sebagai pusat pendidikan, 

pemberdayaan ekonomi, dan kegiatan sosial kemasyarakatan(Ladang Berita, 2023). Program 

ini menjadi refleksi bahwa nilai Ketuhanan mendorong pembentukan karakter masyarakat 

yang tidak hanya religius secara ritual, tetapi juga aktif secara sosial. 

Program lain yang relevan adalah Masjid Mandiri, yang menjadikan masjid sebagai 

pusat pemberdayaan umat dengan dukungan dana hibah, pembinaan muallaf, pelatihan 

kewirausahaan, dan layanan kesehatan(Dinas Kominfo Kota X, 2021). Program ini 

menunjukkan bahwa Pemko X memahami pentingnya mengintegrasikan dimensi spiritual dan 

sosial secara bersamaan. Nilai Ketuhanan juga tampak dalam kegiatan Safari Ramadan, yang 

tidak hanya memperkuat tali silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat, tetapi juga 

menyalurkan bantuan sosial dan keagamaan secara langsung(Dinas Kominfo Kota X, 2024c). 

Selain itu, pengelolaan zakat melalui BAZNAS Kota X telah dioptimalkan untuk memastikan 

penyaluran dana zakat tepat sasaran, sebagai bentuk kepedulian terhadap kelompok mustahik 

dan wujud tanggung jawab moral pejabat publik terhadap umat.Semua kebijakan ini 

mencerminkan semangat Ketuhanan yang tidak terjebak pada formalitas keagamaan, tetapi 

diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang berdampak nyata pada penguatan kehidupan 

spiritual dan sosial masyarakat(Dinas Kominfo Kota X, 2024b). 

Integrasi Nilai Pancaila Keadilan Sosial Terhadap Kebijakan Keuangan Daerah Kota 

Medan  

Nilai Keadilan Sosial dalam konteks pengelolaan keuangan daerah menuntut agar 

perencanaan dan alokasi anggaran benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi seluruh 

lapisan masyarakat, terutama kelompok yang termarjinalkan. Pemerintah Kota X 

menunjukkan itikad baik dalam menjangkau kelompok rentan melalui beberapa kebijakan 

fiskal yang inklusif. 

Program Dana Jasa Pelayanan Masyarakat (DJPM) dan pemberian BPJS 

Ketenagakerjaan kepada para pelayan masyarakat seperti imam masjid, bilal jenazah, dan guru 

mengaji merupakan bukti nyata bahwa Pemko X memberikan perhatian terhadap profesi 

informal yang selama ini jarang tersentuh kebijakan perlindungan sosial(Dinas Kominfo Kota 

X, 2024a). Pemberian bantuan rutin dan jaminan sosial kepada kelompok ini menunjukkan 

bahwa APBD difungsikan sebagai alat redistribusi yang adil dan manusiawi. 

Selanjutnya, program Bantuan Sosial Tunai (BST) yang diberikan kepada para 

penyandang disabilitas dan lansia menunjukkan adanya sensitivitas terhadap kelompok yang 

secara struktural memiliki keterbatasan akses terhadap pembangunan(Dinas Kominfo Kota X, 

2024d). BST yang diberikan secara langsung dan berbasis data dari DTKS (Data Terpadu 

Kesejahteraan Sosial) menunjukkan komitmen Pemko X dalam menjamin keadilan distribusi 

bantuan(Said, 2024). 

Salah satu capaian paling signifikan adalah program Jaminan Kesehatan X Berkah 



 
 

 

7 

 

 

 

(JKMB) yang mengusung prinsip Universal Health Coverage (UHC). Dengan capaian peserta 

BPJS sebesar lebih dari 98%, Pemko X telah berhasil mendekatkan hak atas layanan kesehatan 

kepada masyarakat, bahkan bagi mereka yang berada di luar wilayah administratif Kota 

X(Khoirunnisaa, 2024). Program ini menunjukkan pemanfaatan APBD yang pro-rakyat dan 

menjamin akses kesehatan sebagai hak dasar yang tidak boleh dinegosiasikan. 

Meskipun banyak kebijakan yang mencerminkan nilai Ketuhanan dan Keadilan Sosial, 

masih terdapat sejumlah inkonsistensi dan tantangan dalam implementasinya. Beberapa 

kebijakan Pemerintah Kota Medan dalam penggunaan APBD tahun 2021 hingga 2024 yang 

dinilai tidak efektif dan menimbulkan berbagai permasalahan, antara lain: 

1. Sistem Parkir Berlangganan dan E-Parking 

Kebijakan ini dinilai maladministratif dan tidak sesuai dengan kebutuhan serta partisipasi 

publik. Padahal, salah satu prinsip keadilan sosial adalah pelibatan masyarakat dalam 

pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka(KLIKMETRO, 2024b). 

2. Pengurangan Anggaran Infrastruktur 

pengurangan anggaran infrastruktur dalam perubahan APBD tahun 2024 yang mencapai 

lebih dari Rp800 miliar. Pemangkasan ini berdampak langsung pada layanan dasar seperti 

perbaikan jalan dan pengendalian banjir, dua aspek vital dalam pelayanan publik. Hal ini 

mencerminkan ketidaksesuaian antara retorika keadilan dan prioritas 

anggaran(MetroKampung, 2024). 

3. Tantangan dalam Penanggulangan Pengangguran 

Tingginya angka pengangguran terbuka di Kota X yang mencapai 8,4%. Hal ini 

menunjukkan bahwa kebijakan fiskal belum sepenuhnya diarahkan untuk menciptakan 

lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif(Pos, 2024). 

4. Ketergantungan pada Sektor Pajak Tertentu 

Ketergantungan pada sumber pendapatan dari pajak tertentu, seperti PBB dan BPHTB, 

juga menunjukkan belum optimalnya eksplorasi terhadap potensi pajak lain yang bisa 

meningkatkan kemandirian fiskal daerah(KLIKMETRO, 2024a). 

 

5. Revitalisasi Stadion Kebun Bunga 

Proyek revitalisasi Stadion Kebun Bunga senilai Rp191,6 miliar dikerjakan oleh PT 

Permata Anugerah Yalapersada. Namun, perusahaan ini masuk daftar hitam Lembaga 

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sejak 11 September 2023 karena 

tidak menyelesaikan pekerjaan di proyek lain. Hal ini menimbulkan kekhawatiran 

terhadap kelanjutan proyek di Kota X(Pratama, 2023).  

6. Proyek Median Jalan Karya Wisata 

Pembangunan median jalan sepanjang 1,3 km di Jalan Karya Wisata menghabiskan 

anggaran Rp4 miliar. Proyek ini menuai protes warga karena dianggap menyebabkan 

kemacetan dan menyulitkan akses. Wali Kota X bahkan disomasi oleh warga atas 

pembangunan ini(Detik, 2022). 

7. Proyek Lampu Pocong 

Proyek pengadaan lampu jalan yang dikenal sebagai "Lampu Pocong" menelan anggaran 

Rp27,5 miliar. Namun, proyek ini menjadi sorotan karena dianggap gagal dan dilaporkan 

ke Kejaksaan Negeri Kota X(Waspada.Id, 2024). 

Selain beberapa kebijakan terdapat juga beberapa yang menjadi dugaan penyalahgunaan 

dana daerah APBD Kota X yang terjadi sepanjang tahun 2021-2024. 

1. Dugaan Penyimpangan Dana APBD 2022 di Kecamatan X. 

Pada Maret 2023, Sejumlah mahasiswa Anti Korupsi menggelar aksi damai di depan 

kantor Kecamatan X. Mereka menduga adanya penyimpangan dalam penggunaan dana 

kelurahan tahun anggaran 2022, dengan alokasi sekitar Rp1,5 miliar per kelurahan. 

Proyek yang seharusnya dikerjakan oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas) diduga 
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dialihkan kepada pihak ketiga, dan hasil pekerjaan fisik dinilai tidak sesuai 

spesifikasi(Presisi, 2023). 

2. Defisit Kas Daerah Akibat Proyek Tahun Jamak 

Pada tahun 2024, anggota DPRD Kota X menyoroti empat proyek tahun jamak yang 

menyebabkan saldo kas daerah menipis. Aset lancar Pemkot Kota X menurun drastis dari 

Rp540 miliar pada tahun 2022 menjadi sekitar Rp48 miliar pada tahun 2023. Proyek-

proyek tersebut meliputi revitalisasi Stadion Kebun Bunga, pembangunan Islamic Center, 

UMKM Center di Universitas Sumatera Utara, dan lanjutan revitalisasi Lapangan 

Merdeka. Penurunan kas ini menimbulkan kekhawatiran mengenai pengelolaan keuangan 

daerah(Antara, 2024). 

3. Dugaan Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan (2022–2023) 

Pada tahun 2024, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota X memeriksa 10 orang terkait dugaan 

korupsi dalam pengadaan alat kesehatan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) di Dinas 

Kesehatan Kota Medan. Pemeriksaan ini mencakup kepala bidang, kepala seksi, 

pelaksana kegiatan, dan pihak swasta. Kepala Dinas Kesehatan nonaktif, Taufik 

Ririansyah, juga dijadwalkan untuk diperiksa terkait dugaan penyelewengan bantuan 

operasional kesehatan (BOK) di puskesmas-puskesmas(Wisely & Arief, 2024). 

4. Dugaan Korupsi BBM Petugas Sampah di Kecamatan X (2023–2024) 

Pada Mei 2025, dugaan korupsi terkait distribusi bahan bakar minyak (BBM) untuk 

petugas sampah di Kecamatan X dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Kota X. Penyelidikan 

awal menunjukkan bahwa jatah BBM harian sebesar Rp20.000 untuk petugas sampah 

diduga tidak disalurkan dengan benar, melibatkan Plh Camat dan Kasi Sarana 

Prasarana(Wapada.Id, 2025). 

Secara normatif, kebijakan fiskal daerah idealnya mencerminkan amanat konstitusi dan 

nilai-nilai luhur Pancasila. Oleh karena itu, integrasi nilai Ketuhanan dan Keadilan Sosial 

dalam pengelolaan APBD tidak boleh hanya sebatas simbol atau program musiman, 

melainkan harus terstruktur dalam siklus kebijakan yang komprehensif, mulai dari 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi. Diperlukan pula mekanisme 

kontrol sosial yang lebih kuat dari masyarakat sipil, akademisi, dan media untuk memastikan 

bahwa APBD benar-benar digunakan demi kepentingan rakyat. 
 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa Kota X tahun 2021-2024 masih 

belum mampu menerapkan tata kelola keuangan daerah yang secara utuh dan konsisten 

terintegrasi dengan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan Keadilan Sosial sebagaimana 

diamanatkan dalam Pancasila. Meskipun terdapat sejumlah program yang secara normatif 

menunjukkan keberpihakan pada nilai-nilai ketuhanan dan keadilan sosial, seperti 

pemberdayaan rumah ibadah, bantuan sosial bagi kelompok rentan, dan jaminan kesehatan, 

implementasi di lapangan masih menunjukkan berbagai kelemahan mendasar. Kebijakan yang 

tidak efektif, seperti sistem e-parking dan pengurangan anggaran infrastruktur, serta proyek-

proyek kontroversial yang tidak partisipatif, menandakan lemahnya prinsip keadilan sosial 

dalam proses perencanaan dan alokasi anggaran. Selain itu, terjadinya sejumlah dugaan 

penyimpangan dan praktik korupsi dalam pengelolaan APBD memperlihatkan rendahnya 

internalisasi nilai Ketuhanan yang menekankan integritas, tanggung jawab moral, dan 

akuntabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai luhur Pancasila masih cenderung bersifat 

simbolik dalam kebijakan fiskal Kota X dan belum menjadi fondasi etis yang membimbing 

seluruh siklus tata kelola keuangan daerah. Untuk itu, diperlukan reformasi kebijakan yang 

menyeluruh, peningkatan kapasitas etika birokrasi, serta penguatan mekanisme partisipasi dan 

pengawasan publik guna mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang berkeadilan, 

transparan, dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila secara nyata. 
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